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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 192/PMK.02/2012 
TENTANG 

PENINGKATAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN 
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 17 
Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi Tahun 2012, Menteri Keuangan perlu menyusun 
kebijakan yang terkait pengelolaan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga; 

  b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Menteri 
Keuangan sebagai pelaksana kekuasaan atas pengelolaan 
fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-
Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu 
mengatur upaya peningkatan akuntabilitas dan 
transparansi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan 
Pajak pada Kementerian/Lembaga; 

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan tentang Peningkatan 
Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687) 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

    5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3760); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang 
Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4500); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4890); 
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